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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“I’m proud because of me, I’ve survived the days i thought i couldn’t.”  

(Peaky Blinders) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kecerdasan manusia melampaui seluruh makhluk ciptaan Tuhan 

lainnya, mencerminkan kapasitas intelektual yang khas dalam struktur 

kehidupan. Indonesia menempati posisi strategis sebagai salah satu negara 

dengan kekayaan sumber daya alam dan hayati yang melimpah, sehingga 

berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pelestarian 

biodiversitas. Tradisi serta budaya yang beragam tumbuh dari kebijaksanaan 

kolektif masyarakatnya, mencerminkan akumulasi nilai dan pengalaman 

historis yang terus diwariskan lintas generasi. Seiring kemajuan zaman, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong percepatan akses 

serta distribusi informasi antarnegara, memperkuat konektivitas global dalam 

berbagai bidang.  

Adat istiadat serta keragaman budaya yang melekat dalam dinamika 

globalisasi membentuk secara langsung maupun tidak langsung pola 

kehidupan masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang juga dikenal 

sebagai Intellectual Property Rights (IPR), merujuk pada hak eksklusif atas 

karya, ciptaan, maupun penemuan yang memperoleh pengakuan serta 

perlindungan hukum. Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Kementerian Hukum dan HAM yang mengatur perubahan sistem 

HKI tidak mengubah peranannya terhadap aktivitas sosial dan ekonomi.  
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Komersialisasi sangat terkait dengan kekayaan intelektual. Ketika 

karya cipta dikomersialisasikan, hak kekayaan intelektual (KI) menjadi 

bagian penting karena pemegang hak eksklusif dan pemilik karya cipta 

membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi hak mereka untuk 

memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual mereka. Konsep hak kekayaan 

intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya cipta yang dihasilkan oleh 

manusia membutuhkan banyak waktu, upaya, dan biaya. 

Perlindungan hak cipta bersifat eksklusif dan diperoleh secara 

otomatis oleh pencipta melalui asas deklaratif, setelah karya diwujudkan 

secara nyata, tanpa mengabaikan pembatasan sesuai peraturan perundang-

undangan. Pemahaman hukum hak cipta mulai berkembang di Indonesia pada 

awal dekade 1980-an, setelah sebelumnya masih merujuk pada regulasi 

peninggalan kolonial Belanda, yakni Auteurswet 1912. Indonesia baru 

menetapkan Undang-Undang Hak Cipta pertamanya pada tahun 1982. Saat 

ini, sistem hukum hak cipta Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip 

internasional sebagaimana tertuang dalam ketentuan Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPs), seiring dengan keterlibatan Indonesia 

dalam Perjanjian Putaran Uruguay untuk pembentukan World Trade 

Organization (WTO).1 Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia 

mempunyai empat buah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 

 
1 Novie Afif Mauludin, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik 

Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Jurnal Kompilasi 

Hukum, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 388. 
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Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014.2 

Sebuah karya musik merepresentasikan kesatuan artistik yang utuh, 

baik melalui kombinasi melodi dan harmoni maupun melalui salah satunya. 

Ciri keutuhan tersebut tercermin dalam keberadaan unsur lagu atau melodi, 

syair atau lirik, serta aransemen yang mencakup notasi sebagai bagian 

integral dari ciptaan musikal.3 Fenomena meningkatnya perhatian publik 

terhadap karya lagu di Indonesia menunjukkan bahwa lagu tidak lagi 

diposisikan semata sebagai hiburan pasif. Keberadaan lagu kini 

merepresentasikan potensi ekonomi yang signifikan serta memiliki implikasi 

sosial, baik bagi pencipta maupun negara. Meskipun tersusun atas elemen 

melodi, lirik, aransemen, dan notasi, lagu mampu membentuk nilai lebih dari 

sekadar ekspresi artistik.4  

Keuntungan ekonomi besar dapat diperoleh dari karya cipta dan 

penggandaannya oleh pencipta. Namun, menjamin keuntungan tersebut bagi 

pencipta lagu tidak selalu mudah. Oleh sebab itu, perlindungan hukum 

terhadap pemegang hak cipta menjadi krusial guna mencegah 

penyalahgunaan. Perlindungan terhadap kepentingan ekonomi sejajar 

pentingnya dengan perlindungan kekayaan intelektual, terutama dalam 

 
2 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang, Setara Press, 2018, hlm. 

28. 
3 Rahmi Jened Parinduri Nasution, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum 

Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Depok, Rajawali Pers, 2013, hlm. 89. 
4 Ibid, hlm. 89. 
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konteks internasional.5 Pengamanan hak cipta bertujuan mencegah konflik 

klaim antara pihak-pihak yang menganggap berhak atas suatu karya. Pasal 58 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur masa berlaku 

perlindungan ekonomi atas ciptaan, mencakup karya sebagai berikut: 6 

1. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

4. Lagu atau music dengan atau tanpa teks; 

5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim;  

6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 

7. Karya arsitektur; 

8. Peta; dan 

9. Karya seni batik atau seni motif lain. 

 Salah satu kasus yang terjadi terkait dengan Hak Cipta yang di Aransemen 

ulang lagu "LAGI SYANTIK" karya Siti Badriah oleh Gen Halilintar diduga 

melanggar hak cipta. Peristiwa ini terjadi ketika Gen Halilintar mengunggah 

video cover lagu tersebut di YouTube dengan lirik dan aransemen yang 

dimodifikasi. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 82/Pdt.Sus-

 
5 Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa dan I Gede Agus Kurniawan, Perlindungan 

Hukum Terhadap Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 11, 

2020, hlm. 1733. 
6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst., PT. Nagaswara sebagai label yang 

menaungi Siti Badriah dan lagunya mengajukan klaim kerugian sebesar 9,5 

miliar rupiah akibat pelanggaran hak cipta oleh Gen Halilintar, yang tidak 

mencantumkan hak cipta serta mengubah lagu tanpa izin resmi. Sebagai 

tindak lanjut, PT Nagaswara menggugat Gen Halilintar ke pengadilan. 

PT. Nagaswara mengajukan perkara ke Pengadilan Niaga di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian berlanjut ke Mahkamah 

Agung setelah putusan sebelumnya memenangkan Gen Halilintar sebagai 

tergugat. Kasasi diajukan oleh PT. Nagaswara atas dugaan ketidakadilan 

dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Majelis hakim dalam 

pertimbangannya menyoroti dampak perkara terhadap perkembangan lagu 

sebagai media hiburan. Tren pelanggaran aransemen lagu tanpa persetujuan 

pencipta meningkat, terutama oleh arranger yang ingin menunjukkan keahlian 

sekaligus bersaing di industri musik. Permohonan kasasi ditolak dengan 

alasan penerapan hukum Pengadilan Niaga sudah tepat. Tergugat berhasil 

membuktikan bahwa klaim pendapatan dari cover lagu "LAGI SYANTIK" 

adalah hak WAMI, bukan tergugat. sedangkan penggugat gagal menunjukkan 

bukti kerugian. Oleh sebab itu, putusan kasasi dinyatakan sah sesuai 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Putusan Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021 pada tingkat Peninjauan 

Kembali mengabulkan alasan peninjauan kembali yang diajukan PT. 

Nagaswara. Mahkamah Agung menemukan kekhilafan nyata pada 
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pertimbangan hakim sebelumnya terkait pelanggaran hak cipta oleh tergugat 

terhadap ciptaan penggugat setelah melakukan penelaahan seksama. 

Ketentuan mengenai bentuk pelanggaran, sanksi, serta perlindungan 

hukum ciptaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta. Pasal 54, 55, dan 56 secara khusus mengatur perlindungan hak 

cipta dalam ranah teknologi informasi. Peraturan Bersama Menteri Hukum 

dan HAM serta Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 

dan Nomor 26 Tahun 2015 mengatur pelaksanaan penutupan konten dan 

pembatasan akses terhadap pelanggaran hak cipta pada sistem elektronik. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dideskripsikan diatas dan 

mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi para pencipta yang memiliki 

hak atas hasil karya ciptanya, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 

penulisan skripsi sebagai berikut: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

PENCIPTA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT 

PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, berikut rumusan masalah dalam penulisan 

skripsi ini adalah:  

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta yang mengalami kerugian 

akibat pelanggaran hak cipta atas lagu "Lagi Syantik" ? 

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Putusan 

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pdt.Sus-

HKI/2021?  



7 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diuraikan beberapa 

tujuan dari penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan kepada pencipta lagu yang terkena pelanggaran hak cipta pada 

lagu “Lagi Syantik”. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam 

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini 

antara lain sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan konsep dan wawasan 

tentang kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam hal Hukum Kekayaan 

Intelektual, serta tentang perlindungan hukum terhadap pencipta dan 

pemegang hak cipta terhadap perubahan yang melanggar karya mereka. 

2. Manfaat Praktis   

a. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai Perlindungan Hak Cipta dalam ranah Hukum 

Perdata serta pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam 

pengambilan keputusan kasus. 
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b. Bagi Pencipta 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tentang 

perlindungan hukum yang diberikan kepada para pencipta yang 

terkena pelanggaran hak cipta dan tentang pertimbangan Majelis 

Hakim terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41/PK/Pdt.Sus-

HKI/2021 tentang Pelanggaran Hak Cipta.  

c. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan sebagai sarana 

informasi dan masukan bagi pemerintah agar dapat membuat 

kebijakan atau regulasi dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta  

yang dapat merugikan para pencipta.  

E. Ruang Lingkup 

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 

lingkup Kekayaan Intelektual dan pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memeriksa, khususnya dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah 

Agung Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021, pembahasan penulisan ini 

berfokus pada jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada 

pencipta yang terkena pelanggaran hak cipta terhadap karya ciptanya. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori akan dibuat melalui penggabungan teori-teori 

yang memberikan solusi untuk masalah yang dibahas dalam tulisan ini 
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guna mengatur bidang-bidang sosial yang dianggap selaras dengan 

peneliti, kerangka teori akan berfungsi sebagai acuan dasar.7 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum sebagai gambaran dari suatu gambaran fungsi 

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjito 

Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi 

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi 

Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut.8  

 Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum oleh 

pemerintah yang berkuasa yang ditujukkan untuk mencegah sebelum 

terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif 

merupakan pemberian sanksi berupa penjara dan hukuman tambahan yang 

dijatuhi atas permasalahan yang timbul karena dilanggarnya suatu 

peraturan. Tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk 

menyelesaikan permasalahan sengketa yang timbul. Perlindungan hukum 

 
7 Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011, hlm. 111. 
8 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, 

hlm. 10 
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ini diselesaikan oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum di 

Indonesia.9 

2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

Menurut Robert M. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual adalah sebagai berikut:10 

a. Reward Theory 

Penghargaan terhadap upaya tersebut diperlukan, baik untuk 

pencipta yang menerima pengakuan maupun penemu yang 

mendapatkan perlindungan. Fenomena ini mencerminkan 

penghormatan masyarakat terhadap usaha dan keberhasilan 

individu dalam proses kreasi.  

b. Recovery Theory 

Hak atas timbal balik bagi pencipta atau penemu perlu diakui 

karena proses penciptaan melibatkan pengorbanan waktu, tenaga, 

dan biaya. Kesempatan memperoleh kembali sumber daya yang 

telah dikeluarkan menjadi hal penting bagi pencipta. 

c. Incentive Theory  

Pengembangan kreativitas dalam karya intelektual membutuhkan 

insentif sebagai pendorong motivasi untuk menghasilkan karya 

cipta baru. 

d. Risk Theory 

 
9 Ahmad Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011, hlm. 

1-22 
10 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang, Setara Press, 2018, hlm. 

8.  
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Teori Risiko menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan 

produk ciptaan yang melewati proses berisiko, sehingga 

memungkinkan pihak lain melakukan penelitian awal terhadap 

ciptaan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan 

untuk menjaga upaya yang mengandung risiko tersebut. 

e. Economic Growth Stimulus Theory 

Hak kekayaan intelektual dianggap sebagai instrumen 

penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus 

memperoleh perlindungan hukum. Analisis terhadap perlindungan 

hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dilakukan 

menggunakan teori perlindungan hukum sebagai kerangka 

konseptual.  

3. Teori Pertimbangan Hakim 

Nilai keadilan (ex aequo et bono) dan keyakinan hukum dalam 

putusan didasarkan pada pertimbangan hakim. Ini juga membantu para 

pihak terkait. Oleh karena itu, menjadi cermat, baik, dan teliti terhadap 

pertimbangan hakim sangat penting. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah 

Agung dapat membatalkan putusan karena ketidaktelitian atau 

ketidakwajaran.11 

Tahap pembuktian memegang peranan krusial dalam proses 

pemeriksaan perkara oleh hakim di persidangan. Pembuktian bertujuan 

memastikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta agar putusan yang 

 
11 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2004, Hlm. 140 
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diambil hakim bersifat tepat dan adil. Tanpa adanya pembuktian, 

keputusan perkara oleh hakim tidak dapat dilakukan.12 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut:  

a. Pokok permasalahan beserta dalil-dalil yang diterima tanpa 

penyangkalan. 

b. Analisis yuridis terhadap putusan mencakup seluruh aspek yang 

terkait dengan fakta atau bukti yang terungkap selama persidangan. 

c. Seluruh komponen petitum Penggugat perlu ditelaah dan diadili 

secara terpisah agar hakim dapat menyimpulkan kebenaran serta 

menentukan apakah tuntutan dapat dikabulkan dalam amar 

putusan.13 

Teori perlindungan hukum diterapkan sebagai kerangka analisis 

terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pada 

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pdt.Sus-

HKI/2021. 

G. Metode Penelitian  

Kajian ilmiah memerlukan penelitian sebagai instrumen utama untuk 

memperoleh kesimpulan melalui analisis dan pemeriksaan fakta hukum. 

Adapun metode yang digunakan pada kajian ini ialah sebagai berikut.  

 
12 Ibid, hlm. 141. 
13 Ibid, hlm. 141. 
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1. Jenis Penelitian  

Pengkajian dan penelitian dalam tulisan ini menggunakan 

pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini menitikberatkan analisis pada 

peraturan perundang-undangan sebagai norma dasar yang menjadi acuan 

perilaku manusia. Data yang dipakai bersumber dari bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier sebagai data sekunder dalam penelitian normatif.14 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) 

Fokus utama diberikan pada analisis seluruh peraturan 

perundang-undangan yang relevan, kemudian mengkaji keterkaitan 

antarperaturan untuk mengidentifikasi hubungan saling melengkapi 

secara vertikal dan horizontal terkait subjek penelitian. 

b. Pendekatan kasus (Case Approach) 

Metode penelitian ini berpusat pada analisis kasus empiris 

yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang dikaji. Kasus 

berdasarkan hubungannya dengan fenomena hukum yang dikaji. 

Metode ini memiliki tujuan utama untuk menemukan nilai kebenaran 

dan menemukan solusi terbaik untuk peristiwa hukum yang dibahas. 

Putusan pengadilan adalah contoh kasus di mana pertimbangan 

hakim menjadi pusat analisis untuk mendukung argumen dalam 

penyelesaian masalah hukum penelitian.  

 
14 Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantara Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014, Hlm. 118. 
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3. Jenis dan Sumber Hukum 

Sumber-sumber hukum diperlukan untuk penelitian yang 

mengkaji hukum normatif. Beberapa jenis dan sumber hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan utama, Bahan hukum 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan 

Ciptaan dan Produk Hak Terkait. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 

5) Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo No. 14/2015 

dan No. 26/2015 tentang Penutupan Konten Pelanggaran Hak 

Cipta dalam Sistem Elektronik. 

6) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 

2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak 

Ases Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait 

Dalam Sistem Elektronik. 

7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. 
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b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber yang berhubungan 

dengan bahan hukum primer. Contohnya meliputi hasil penelitian, 

draft undang-undang, teks, buku, jurnal, serta media cetak dan 

elektronik yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap bahan hukum 

primer.15 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber yang memberikan 

penjelasan dan panduan terhadap bahan hukum primer serta sekunder. 

Contoh-contohnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

Kamus Hukum, Rubrik Media Massa, serta sumber daring lainnya.16 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pengumpulan bahan hukum, termasuk KUHPerdata, serta penelitian 

sumber hukum terkait perlindungan pencipta dari pelanggaran hak cipta.  

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum 

Pengelolaan aturan hukum yang telah ditemukan kemudian 

dilakukan dengan menginventaris dan mengkodifikasi undang-undang dan 

peraturan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak cipta terhadap 

pencipta yang terkena pelanggaran hak cipta, antara lain:  

a. Pada aspek teknis, pengolahan meliputi pengumpulan dan 

pengorganisasian peraturan menurut hierarki guna menjadi dasar 

 
15 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, Dualisme Hukum Normatif dan Empiris, 

Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157-158. 
16 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1986, hlm. 32. 
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tafsir hukum melalui metode logika sehingga membentuk sistem 

yang koheren. 

b. Ranah teologis mencakup pengumpulan peraturan berdasarkan 

substansi hukum, lalu penafsiran material yuridis dilakukan untuk 

menghasilkan sistem hukum yang terstruktur dan jelas.17 

6. Teknik Analisa Bahan Hukum 

 Aturan yang ditemukan selanjutnya akan dianalisis melalui pengumpulan 

serta pengolahan bahan hukum menggunakan metode analisis dan 

penafsiran hukum, yang mencakup berbagai jenis penafsiran: 

a. Penafsiran Gramatikal 

Prinsip tata bahasa digunakan dalam penafsiran gramatikal 

untuk menentukan makna teks dalam konteks hukum. Metode ini, 

dikenal sebagai interpretasi berdasarkan ilmu bahasa (de gramatikale 

of taalkundige interpretatieve), bertujuan untuk menemukan arti 

kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum melalui analisis penggunaan 

tata bahasa dan konteks sehari-hari. Dalam penafsiran gramatikal, 

ada hubungan erat antara bahasa dan hukum, yang menjadikan 

bahasa sebagai alat penting untuk menyampaikan makna peraturan 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, fungsi penafsiran gramatikal 

 
17 Marck Van Hoecke, dalam Bernard Aried Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu 

Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 39. 
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adalah untuk menjelaskan dan memperjelas makna teks pasal dalam 

peraturan perundang-undangan.18 

b. Penafsiran Sistematika dan Logis  

Penafsiran sistematis dan logis menghubungkan satu peraturan 

perundang-undangan dengan peraturan lain atau keseluruhan sistem 

hukum di wilayah terkait. Interpretasi tersebut harus konsisten 

dengan sistem perundang-undangan secara menyeluruh dan terbatas 

pada makna yang terkandung dalam peraturan itu sendiri.19 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode penalaran yang tepat, meliputi pendekatan deduktif dan 

induktif, diperlukan dalam penelitian. Kesimpulan penelitian ini diperoleh 

melalui metode induktif, yang berawal dari observasi kasus spesifik lalu 

digeneralisasi menjadi prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut 

dimulai dengan pengumpulan data dari kasus hukum nyata, kemudian 

mengidentifikasi pola atau kesamaan untuk menghasilkan kesimpulan 

yang valid. 

 

 

18 Yasin, Muhammad, Normand Edwin Elnizar, Literia Legis dan Sintetia Legis: 

Mengenali Beragam Cara Menafsir Hukum, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--

mengenali-beragam-cara-menafsir-hukum/?page=2, diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 
19 Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 

1996, hlm. 56. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenali-beragam-cara-menafsir-hukum/?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenali-beragam-cara-menafsir-hukum/?page=2
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